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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas birokrasi dalam implementasi kebijakan publik melalui evaluasi 
pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan studi pustaka yang mengacu pada regulasi nasional, data sekunder dari Rapor Pendidikan, serta literatur 
ilmiah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi pada aspek komunikasi dan struktur organisasi 
telah berjalan cukup efektif, yang terlihat dari adanya koordinasi kebijakan yang lebih terarah serta peningkatan capaian 
pembelajaran di beberapa daerah. Namun, pada aspek sumber daya masih ditemukan hambatan serius berupa rendahnya 
kompetensi digital tenaga pendidik, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta belum optimalnya distribusi 
dukungan antar sekolah. Selain itu, kapasitas birokrasi dalam aspek disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan juga 
menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi 
Kurikulum Merdeka dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals 4 sangat bergantung pada penguatan 
kapasitas birokrasi, terutama dalam peningkatan kompetensi digital, penyediaan sarana prasarana, serta pengawasan yang 
berkelanjutan. 
 
Kata kunci: Kapasitas Birokrasi, Implementasi Kebijakan Publik, Kurikulum Merdeka, SDG 4, Sekolah Dasar, Literasi 
Digital. 
 
ABSTRACT 
This study aims to analyze bureaucratic capacity in public policy implementation through an evaluation of the implementation of the Merdeka 
Curriculum at the Elementary School level. This research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach referring to 
national regulations, secondary data from the Education Report, and accredited scientific literature. The findings show that bureaucratic capacity 
in the aspects of communication and organizational structure has functioned quite effectively, as reflected in more directed policy coordination and 
improved learning outcomes in several regions. However, in terms of resources, there are still serious obstacles such as the low digital competence of 
educators, limited information technology infrastructure, and the uneven distribution of support among schools. In addition, bureaucratic capacity 
in the aspect of disposition or the commitment of policy implementers is also an important factor in determining the success of implementation. In 
conclusion, the successful implementation of the Merdeka Curriculum in supporting the achievement of Sustainable Development Goals 4 highly 
depends on strengthening bureaucratic capacity, particularly in improving digital competence, providing adequate infrastructure, and ensuring 
sustainable supervision. 
 
Keywords: Bureaucratic Capacity, Public Policy Implementation, Merdeka Curriculum, Digital Literacy, Elementary School. 
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PENDAHULUAN 
Implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan memerlukan kapasitas birokrasi yang kuat 

agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan merata. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, 
Kurikulum Merdeka hadir sebagai kebijakan strategis untuk menjawab tantangan pembelajaran abad ke-
21 yang menekankan kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, dan Literasi Digital. Kebijakan ini 
diperkuat melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang memberikan fleksibilitas pembelajaran 
dengan berfokus pada materi esensial dan penguatan karakter peserta didik (Kemendikbudristek, 2024). 

Pada jenjang Sekolah Dasar, implementasi Kurikulum Merdeka menjadi penting karena merupakan 
fondasi utama pembentukan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Hal ini terlihat dari capaian Rapor 
Pendidikan 2024 di Kabupaten Banyuwangi yang menunjukkan peningkatan skor literasi sebesar 84,54 
dan numerasi sebesar 78,87 (Diskominfo Jawa Timur, 2024). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa 
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penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif berkontribusi terhadap peningkatan 
kompetensi siswa (Cholifah dkk, 2023). 

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kompetensi 
digital guru, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan belum meratanya dukungan institusional. Menurut 
teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, 
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
kapasitas birokrasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar guna mendukung 
tercapainya kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library 
research) untuk menganalisis kapasitas birokrasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang 
Sekolah Dasar di Indonesia (Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada 
pengkajian teori, kebijakan, dan data sekunder yang relevan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan 
publik dalam bidang pendidikan.\ 

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa 
dokumen resmi pemerintah seperti Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 (Kemendikbudristek, 
2024). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi, artikel ilmiah, buku, laporan 
Rapor Pendidikan 2024, serta data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terkait 
peningkatan skor literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Banyuwangi (Diskominfo Jawa Timur, 2024). 
Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi topik, tahun publikasi, dan kredibilitas 
sumber. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan 
mengidentifikasi, mengumpulkan, serta mengkaji berbagai dokumen dan referensi yang berkaitan dengan 
implementasi Kurikulum Merdeka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis 
isi (content analysis), yaitu dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara 
sistematis (Sugiyono, 2019). 

Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang 
menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 
birokrasi (Edwards III, 1980). Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan 
membandingkan data dari regulasi, jurnal ilmiah, dan laporan resmi agar hasil penelitian lebih objektif dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
 
HASIL 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap laporan capaian pendidikan dan regulasi nasional, 
ditemukan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Dasar menunjukkan tren 
performa birokrasi yang positif namun belum merata. Kapasitas birokrasi dalam menyerap kebijakan baru 
terlihat dari peningkatan kompetensi dasar siswa secara nasional. 

Data spesifik dari Rapor Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 menunjukkan bahwa 
kapasitas implementasi di daerah tersebut berada pada kategori tinggi, dengan capaian skor literasi sebesar 
84,54 dan skor numerasi sebesar 78,87 (Diskominfo Jawa Timur, 2024). Peningkatan ini mencerminkan 
keberhasilan unit birokrasi sekolah dalam mengadopsi model pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen 
formatif yang menjadi inti dari kebijakan Kurikulum Merdeka (Cholifah dkk., 2023). 

Namun, secara sistemik, ditemukan adanya kesenjangan kapasitas antar satuan pendidikan. 
Meskipun secara regulasi (Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024) fleksibilitas telah diberikan, namun 
distribusi dukungan institusional dan infrastruktur teknologi informasi masih terkonsentrasi pada sekolah-
sekolah di wilayah perkotaan, yang berdampak pada variasi kecepatan implementasi kebijakan di lapangan. 
 
PEMBAHASAN 

Analisis terhadap kapasitas birokrasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan dengan 
menggunakan empat variabel determinan dari teori George C. Edwards III: 
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1. Komunikasi (Communication) 
Kapasitas birokrasi dalam aspek komunikasi dinilai cukup efektif melalui proses transmisi 

informasi yang terstruktur. Penyaluran kebijakan dari pemerintah pusat hingga ke satuan pendidikan dasar 
dilakukan melalui platform digital yang terintegrasi. Hal ini meminimalkan distorsi informasi yang sering 
terjadi pada model birokrasi manual. Kejelasan standar operasional dalam Kurikulum Merdeka 
memungkinkan aktor di tingkat sekolah memahami peran dan tanggung jawabnya secara lebih terarah 
(Anggraeni & Ganda, 2022). 

2. Sumber Daya (Resources) 
Variabel sumber daya merupakan aspek paling kritis yang membatasi kapasitas birokrasi sekolah. 

Temuan menunjukkan adanya defisit kapasitas pada sumber daya manusia, khususnya dalam hal literasi 
digital guru. Implementasi kebijakan yang berbasis teknologi menuntut kecakapan TIK yang tinggi, namun 
banyak tenaga pendidik di tingkat SD yang belum mencapai standar kompetensi tersebut (Septiana & 
Hanafi, 2022). Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan fisik yang menghalangi 
kapasitas sekolah dalam menjalankan fungsi pelayanan pendidikan yang inovatif (Lenni, dkk., 2025). 

3. Disposisi (Disposition) 
Disposisi atau komitmen para pelaksana kebijakan (kepala sekolah dan guru) menunjukkan 

kecenderungan yang positif. Kapasitas birokrasi diperkuat oleh kemauan aktor di lapangan untuk 
menerima perubahan (Sari & Rahmawati, 2023). Adanya insentif berupa kemudahan dalam mengelola 
kreativitas pembelajaran mendorong disposisi yang kuat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap 
pencapaian target mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam SDG 4. 

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 
Transformasi Kurikulum Merdeka diikuti dengan penyederhanaan struktur pelaporan melalui 

digitalisasi. Mekanisme pengawasan yang dulunya bersifat hierarkis dan administratif kini bergeser menjadi 
lebih fungsional melalui pemanfaatan data Rapor Pendidikan (Susilawati, 2021). Hal ini meningkatkan 
kapasitas birokrasi dalam melakukan evaluasi diri dan perencanaan berbasis data, sehingga program-
program penguatan literasi dan numerasi menjadi lebih tepat sasaran 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang mendalam menggunakan model George C. Edwards III, penelitian 
ini menyimpulkan bahwa kapasitas birokrasi dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka di jenjang 
Sekolah Dasar telah menunjukkan hasil yang cukup efektif, terutama pada aspek komunikasi dan struktur 
organisasi. Transmisi informasi yang sukses melalui platform digital terintegrasi dapat mengurangi distorsi 
dalam kebijakan, sedangkan penyederhanaan struktur pelaporan berbasis data telah mengubah fungsi 
pengawasan birokrasi menjadi lebih fungsional. Hal tersebut dibuktikan melalui pencapaian Rapor 
Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan signifikan pada skor 
literasi sebesar 84,54 dan numerasi sebesar 78,87, yang menjadi indikator keberhasilan kinerja pelayanan 
publik di tingkat dasar.  

Namun, secara sistemik masih terdapat ketidakcukupan kapasitas pada variabel sumber daya yang 
menjadi penghambat utama dalam percepatan pelaksanaan kebijakan. Kurangnya kompetensi digital para 
pendidik serta ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antarwilayah menghalangi pemanfaatan 
optimal fleksibilitas kurikulum yang diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Oleh 
karena itu, penguatan kapasitas birokrasi di masa depan harus diprioritaskan melalui program 
pengembangan kompetensi digital guru yang berkelanjutan serta pemerataan akses teknologi informasi 
secara nasional. Upaya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur pendidikan merupakan faktor kunci untuk menjamin 
keberlanjutan transformasi pendidikan nasional demi mencapai target kualitas pendidikan yang inklusif 
pada Sustainable Development Goals (SDG) 4. 
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